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                                                                  Abstrak 
 
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang 
dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah 
“untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat. Penduduk miskin di 
pedesaan tidak mempunyai tempat dalam strategi ini, atau 
hanya mempunyai fungsi suportif yang bersifat skunder, 
yaitu pen-supply tenaga kerja yang berupah rendah. Di 
pedesaan memiliki posisi penduduk miskin yang amat rentan 
terhadap berbagai gejolak ekonomi, sosial maupun fisik. 
Masyarakat di pedesaan seperti nelayan yang terbelenggu 
oleh mata rantai eksploitasi tauke- nelayan, tuna-wisma 
yang mengalami deprivasi oleh tuan tanah, petani gurem 
yang terjerat dalam belenggu utang-piutang dengan 
pelepasan uang dan berbagai permasalahan lainnya, 
Mengimplementasikan konsepsi kemandirian lokal pada 
bidang pembangunan dan organisasi. Pembangunan dipilih 
karena bersifat multi-disiplin dan kelihatannya sedang 
mengalami krisis paradigmatic yang parah, sedangkan 
pemilihan organisasi selaain didasari oleh pertimbangan 
yang sama, juga diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa 
Indonesia saat ini sedang melakukan penataan 
pemerintahan secara mendasar, sehingga menjadikan 
masyarakat di pedesaan yang mandiri. 
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Pembangunan pedesaan telah banyak 
dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, 
tetapi hasilnya belum memuaskan tehadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya 
dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga 
sebagai subyek pembangunan. Kegiatan-kegiatan 
pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan 
dan dikembangkan keseluruh pelosok daerah, 
untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan 
itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk 
seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan 
masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan 
visi (wawasan) pembangunan masa depan yang 
akan diwujudkan. Masa depan merupakan 
impian tentang keadaan masa depan yang lebih 
baik dan lebih mdah dalam arti tercapainya 
tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. 
Pembangunan pedesaan dilakukan dengan 
pendekatan secara multisektoral (holistik), 
partisipatif, berlandaskan pada semangat 
kemandirian, berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan 
sumberdaya pembangunan secana serasi dan 
selaras dan sinergis sehingga tercapai 
optimalitas. 
Konsep pembangunan pedesaan menjadi 
pusat perhatian negara-negara berkembang 
sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap 
negara menerapkan strategi pembangunannya 
untuk memecahkan masalah yang dihadapi 
terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, 
kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran 
masyarakatnya. Program dan kegiatan 
pembangunan pedesaan secara menyeluruh 
menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor 
pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan 
bidang sosial budaya dan lainnya. Seperti dalam 
pembangunan ekonomi pada umumnya, maka 
dalam mewujudkan tujuan pembangunan 
pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis 
strategi, yaitu (1) Strategi pertumbuhan, (2) 
Strategi kesejahteraan, (3) Strategi yang 
responsif terhadap kebutuhan masyanakat, (4) 
Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh. 
Strategi baru pembangunan desa mulai 
diperkenalkan. Strategi ini membedakan tiga 
tingkat perkembangan desa, yaitu desa 
tradisional (swadaya), desa transisional 
(swakarya) dan desa modern (swasembada) 
berdasarkan atas sejumlah tolok ukur yang 
berskala tiga (3), yaitu mata pencaharian (E), 
produktivitas desa (Y), adat-istiadat (A), 
pendidikan dan ketrampilan (Pd), kelembagaan 
desa (L), swadaya gotong royong (Gr) dan 
prasarana dan sarana  (P). Desa yang mempunyai 
nilai 7-11 dimasukkan dalam kategori desa 
swadaya, nilai 12-16 desa swakarya dan nilai 17-
21 desa swasembada. Tujuan pembangunan 
nasional adalah meningkatkan desa swadaya dan 
swakarya menjadi desa swasembada dan pada 
akhirnya menjadi desa Pancasila,   (Moeljarto 
Tjokrowinoto, 1996 : 39). 
 
Ciri- ciri Umum Ketujuh Model Pembangunan 
Semua pendekatan tentang 
pertumbuhan dan pemerataan memiliki 
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beberapa kesamaan. Semua pendekatan berawal 
pada suatu keyakinan bahwa mengandalkan 
pertumbuhan GNP tidak akan menguntungkan 
masyarakat menengah kebawah di Negara 
berkembang atau bisa dikataakan tidak 
menguntungkan secara cepat.  
1. Penciptaan Lapangan Kerja 
Pendekatan ini dikemukakan oleh misi 
Organisasi Perburuan Internasional (ILO) saat 
berkunjung ke Colombia, Kenya, Sri langka 
dan sebagainya, yang menemukan banyak 
dan terus bertambahnya pengangguran, 
walapun terjadi pertumbuhan GNP. 
Karenanya kebijakan tentang pertumbuhan 
harus ditinjau kembali dengan melihat 
perlunya peningkatan kesempatan kerja. 
 
Cara pandang berdasarkan pendekataan ini 
lebih menekankan pada sektor informal 
sepeti pedagang eceran, pedang kecil, 
tukang kayu dan sebagainya.   Sebagian 
besar warga memiliki bakat wiraswata, dan 
yang menjadi hambatan utama adalah 
kesempatan untuk mendapatkan modal dan 
persaingan dengan sektor formal. ILO 
mengembangkan straategi ini dengan 
penekanan pada penambahan modal bagi 
sektor informal serta penciptaan 
kesempatan kerja. Perdesaan juga mendapat 
perhatian khusus, terutama pada teknik 
produksi pertanian padat-karya. 
2. Penyaluran Kembali dari Investasi 
Pendekatan kedua yang menekankan pada 
peran penting pembentukan modal. 
Masyarakat menengah ke bawah harus 
memiliki modal usaha lebih besar untuk 
memenuhi kebutuhannya. Artinya ada 
pemikiran kembali tentang penyaluran 
modal yang diperuntukkan bagi proyek-
proyek raksasa ke penanaman modal bagi 
masyarakat miskin dengan memperhatikan 
kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, 
kredit dan lain-lain. Jika hal ini dilakukan, 
terjadi peningkatan produktivitas 
masyarakat miskin untuk memperoleh 
pendapatan. 
3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 
Tujuan atau sasarannya adalah memenuhi 
kebutuhan dasar semua orang dimana pun ia 
berada. Kebutuhan ini meliputi pangan, air, 
sandang, papan, pelayanan kesehatan, 
pendidikan, dan partisipasi dalam membuat 
keputusan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan ini 
harus dilihat dari segi hubungannya dengan 
suatu sistem ekonomi dan sosial yang 
menyeluruh dari produksi, pangan, dan 
barang-barang, penciptaan lapangan 
pekerjaan dan pengadaan pendidikan, 
kesehatan, dan gizi.  
 
Unsur-unsur utama sistem yang memenuhi 
kebutuhan diidentifikasi, dan tiap-tiap unsure 
ini harus dianalisi sebagai suatu sistem, dan 
harus dipahami hubungan timbal balik antara 
unsur-unsur tersebut. Kemudian strategi 
alternative yang mempengaruhi unsur-unsur 
ini dipilih berdasarkan tingkat efektifitasnya. 
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4. Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Unsur utama strategi ini adalah suatu 
program besar untuk mengembangkan 
sumberdaya manusia, seperti di Korea 
Selatan. Dalam tahun 1964, tingkat 
pendidikan penduduk Korea adalah tiga kali 
lebih tinggi daripada rata-rata Negara 
sedang berkembang dengan tingkat GNP 
yang lamban selama kurang lebih satub 
dasawarsa, yang ditakutkan akan 
menimbulkan ketegangan social, keresahan, 
dan ketidakstabilan politik, karenanya 
strategi ini memerlukan pemerintahan yang 
kuat yang dapat menangani masalah ini 
secara efektif.  
 
Langkah berikutnya sesudah pembentukan 
sumber daya manusia ini adalah strategi 
industrialisasi dan pengembangan padat-
karya. Sumberdaya di Negara-negara besar 
memproduksi barang dengan menggunakan 
tenaga kerja padat-kerja. Tingkat 
kesempatan kerja yang tinggi karena adnya 
industrilisasi diikuti dengan peningkatan 
pendapatan dan permintaan barang 
produksi yang akan menjamin distribusi 
keuntungan yang lebih luas. 
5. Pengembangan Pertanian Konvensional 
Pertanian memainkan dua peranan; 
pertama, pertanian menyediakan barang 
dengan harga stabil. Kedua, pertanian harus 
menyediakan kesempatan kerja. Penduduk 
yang pendapatannya rendah di negara 
berkembang membelanjakan sebagian besar 
pendapatan mereka untuk barang-barang 
pertanian. Para petani juga membeli 
(Sumber : Sali Susiana 2000 : 32). 
 
Pembangunan Pedesaan  
Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 
telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Dalam konsideran Undang-
Undang tersebut disampaikan bahwa Desa 
memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat dan berperan mewujudkan 
cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Desa memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang 
dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan 
adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat.  
Pembangunan pedesaan harus dilihat 
sebagai (1) Upaya mempercepat pembangunan 
pedesaan melalui penyediaan prasarana dan 
saran untuk memberdayakan masyarakat. (2) 
Upaya mempercepat pembangunan ekonomi 
daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan 
pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu 
perlu di analisis/secara lebih terarah dan serba 
keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di 
luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan 
non ekonomi, sosial budaya dan non sosial). 
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Pembahasan berikut ini meliputi bebagai aspek 
yang terkait dengan kebijaksanaan dan strategi 
pembangunan pedesaan.  
Tujuan pembangunan pedesaan jangka 
panjang adalah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan secara langsung melalui 
peningkatan kesempatan kerja, kesempatan 
berusaha dan pendapatan berdasarkan 
pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina 
manusia, dan secara tidak langsung adalah 
meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi 
pembangunan nasional. 
Tujuan pembanguan pedesaan jangka 
pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan 
pemanfaatan sumberdaya manusia dan 
sumberdaya alam. 
Tujuan pembanguan pedesaan adalah 
terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, 
berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan 
bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui 
pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk 
mewujudkan masyarakat yang damai, 
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju 
dan sejahtera. 
Sasaran pembangunan pedesaan adalah 
terciptanya :  
a. Peningkatan produksi dan 
produktivitas;  
b. Percepatan pertumbuhan desa;  
c. Peningkatan keterampilan dalam 
berproduksi dan pengembangan 
lapangan kerja dan lapangan usaha 
produktif;  
d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi 
masyarakat; 
e. Perkuatan kelembagaan.  
Pembangunan pedesaan yang 
dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang 
dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan 
prioritas masyarakat pedesaan. 
 
Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan  
Pengembangan pedesaan mempunyai 
ruang lingkup, yakni: 
a. Pembangunan sarana dan prasarana 
pedesaan (meliputi pengairan, 
jaringan jalan, lingkungan 
permukiman dan lainnya); 
b. Pemberdayaan masyarakat; 
c. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) 
dan sumberdaya manusia (SDM);. 
d. Penciptaan lapangan kerja, 
kesempatan berusaha, peningkatan 
pendapatan (khususnya terhadap 
kawasan-kawasan miskin); 
e. Penataan keterkaitan antar kawasan 
pedesaan dengan kawasan 
perkotaan (inter rural-urban 
relationship). 
Pembangunan pedesaan seharusnya 
menerapkan pninsip-prinsip yaitu:  
(1) Transaparansi (keterbukaan);  
(2) Partisipatif;  
(3) Dapat dinikmati mayarakat;  
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(4) Dapat dipertanggungjawabkan 
(akuntabilitas);  
(5) Berkelanjutan (sustainable).  
Kegiatan-kegiatan pembangunan yang 
dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan 
ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan 
masyarakat. Pembanguan itu pada dasarnya 
adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh 
karena itu pelibatan masyarakat seharusnya 
diajak untuk menentukan visi (wawasan) 
pembangunan masa depan yang akan 
diwujudkan. 
Ada tiga prinsip pokok pembangunan 
pedesaan yaitu: 
Pertama, Kebijaksaan dan langkah-
langkah pembangunan di setiap desa mengacu 
kepada pencapaian sasaran pembangunan 
berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur 
Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) 
stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di 
setiap sektor, temasuk desa dan kota, di setiap 
wlayah dan antar wilayah secara saling terkait, 
serta dikembangkan secara selaras dan terpadu. 
Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan 
dengan prinsip-prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan 
berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih 
mengandalkan sumber-sumber alam yang 
terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. 
Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan 
SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, 
prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien 
mungkin. 
Ketiga, Meningkatkan efisiensi 
masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, 
debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-
baiknya. Dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama 
yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan 
antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu 
diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota 
dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara 
suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini 
disebabkan karena pada umumnya lokasi 
industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-
sektor lain yang menunjang/terkait cenderung 
terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah 
administrasi yang berdekatan. Dengan kerjasama 
antar daerah, maka daerah-daerah yang 
dimaksud dapat tumbuh secara serasi dan saling 
menunjang. Melalui kerjasama antara daerah-
daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan 
keseimbangan pertumbuhan antara sektor 
pertanian dan sektor-sektor lain baik dari segi 
nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga 
kerja. (https://www.scribd.com.pembangunan 
pedesaan, 12 Desember 2017). 
 
Strategi Pembangunan Pedesaan 
Pembangunan masyarakat pedesaan 
merupakan bagian dari pembangunan 
masyarakat yang diarahkan pula kepada 
pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta 
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 
kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di 
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negara-negara berkembang, secara demografis 
sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan 
dan memiliki tingkat pendidikan rendah. 
Program dan kegiatan pembangunan 
pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang 
ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, 
kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan 
lainnya. Seperti dalam pembangunan ekonomi 
pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan 
pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit 
empat jenis strategi, yaitu (1) Strategi 
pertumbuhan, Strategi pertumbuhan umumnya 
dimaksudkan untuk mencapai peningkatan 
secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -
peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan 
produktivitas sektor pertanian, permodalan, 
kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan 
partisipasi masyarakat pedesaan. (2) Strategi 
kesejahteraan, Strategi kesejahteraan pada 
dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf 
hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan 
melalui pelayanan dan peningkatan program-
program pembangunan sosial yang berskala 
besar atau nasional, seperti peningkatan 
pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, 
penanggulangan urbanisasi, perbaikan 
permukiman penduduk, pembangunan fasilitas 
transportasi, penyediaan prasarana dan sarana 
sosial lainnya. (3) Strategi yang responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat, strategi mi 
merupakan reaksi terhadap strategi 
kesejahteraan yang dimaksudkan untuk 
menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat 
dan pembangunan yang dirumuskan oleh 
masyarakat sendini mungkin saja dengan 
bantuan pihak luar (self need and assistance) 
untuk memperlancar usaha mandiri melalui 
pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-
sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan. 
Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki 
kelemahannya masing-masing. Strategi 
pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu 
semakin lebamya ketimpangan anggota 
masyarakat yang kaya dan yang miskin. 
Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu 
menciptakan ketergantungan masyarakat yang 
sangat kuat kepada pemerintah. Strategi yang 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat 
sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan 
ditransformasikan secara luas karena terlalu 
idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara 
efektif. (4) Strategi terpadu atau strategi yang 
menyeluruh, strategi terpadu dan menyeluruh ini 
ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut 
kelangsungan pertumbuhan, persamaan, 
kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat 
secara simultan dalam proses pembangunan 
pedesaan.  
Secara konsepsional terdapat tiga prinsip 
yang membedakannya dengan strategi lain, 
yaitu: 
Pertama, Persamaan, keadilan, 
pemerataan dan partisipasi masyarakat 
merupakan tujuan yang eksplisit dan strategi 
terpadu ini. Oleh karena itu pemerintahan desa 
yang berwenang harus: (a) memahami dinamika 
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sosial masyarakat setempat, (b) memecahkan 
masalah yang dihadapinya, dan (c) memperkuat 
kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam 
melakukan intervensi sosial. 
Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang 
mendasar, baik dalam kesepakatan maupun 
dalam gaya dan cara kerja, karena itu 
pemerintahan desa harus memiliki komitmen 
yang kuat untuk: (a) menentukan arah, strategi, 
dan proses menuju terwujudnya tujuan dan 
sasaran pembangunan, (b) memelihara integritas 
masyarakat pedesaan yang didukung oleh lokal 
leadership (kepemimpinan lokal). 
Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa 
dan organisasi sosial secara terpadu, untuk 
meningkatkan keterkaitan antara organisasi 
formal dan organisasi informal. 
Strategi terpadu dan menyeluruh pembangunan 
masyarakat desa menggunakan pendekatan, 
yakni: 
a. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, 
persamaan, kesejahteraan dan partisipasi 
aktif masyarakat desa. 
b. Sasarannya adalah membangun dan 
memperkuat kemampuan untuk 
melaksanakan pembangunan bersama 
pemerintah. 
c. Lingkupnya adalah masyarakat yang 
beraneka ragam dan kompleks. 
d. Koordinasinya adalah koordinasi yang 
beraneka ragam baik permanen maupun 
adhoc di semua tingkatan, fungsi, 
kebutuhan dan mekanismenya. 
e. Arus komunikasinya dua arah yang 
dilakukan secara formal, informal, 
vertikal, horisontal, diagonal dan 
berkesiniambungan melalui berbagai 
saluran dan bentuk sarana komunikasi 
yang persuasif dan edukatif. 
f. Tempat prakarsa adalah kelompok-
kelompok masyarakat pemerintah lokal 
dan desa melalui pengumpulan 
informasi, penentuan dan pengambilan 
keputusan, implementasi kebijakan dan 
monitoring kegiatan secara terpadu, 
saling terkait dan terus menerus. 
g. Indikator prestasi yang dicapai 
mendasarkan pada pemecahan masalah 
pedesaan yang strategis (yaitu aspek 
kependudukan dari berbagai kegiatan 
yang dilakukan) yang diarahkan kepada 
perbaikan persamaan, pemerataan, 
keadilan, kesejahteraan dan partisipasi 
masyarakat yang dihubungkan dengan 
tujuannya. 
(https://fahmins.wordpress.com.strategi 
pembangunan desa, diakses 12 
Desember 2017) 
 
Pembangunan desa yang terlalu 
bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang 
sentralistik, akan mengurangi kreativitas dan 
komitmen masyarakat desa, kurang 
menumbuhkan pembangunan yang berdasarkan 
kepercayaan diri (self reliant develepment), dan 
menimbulkan dependensi masyarakat yang 
terlalu besar pada pemerintah. Sejumlah kasus 
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menunjukkan bahwa penekanan alokasi dana 
yang sentralistik dan berkepanjangan telah 
menumbuhkan mentalitas dependensi, 
memperlemah prakarsa, dan mengurangi 
kreativitas dan daya inovasi, ( Moeljarto, !996 : 
41). 
Konsepsi Kemandirian Lokal 
Konsepsi Kemandirian lokal adalah 
sintesis dari wawasan baru dan temuan-temuan 
sains yang dijabarkan sebelumnya. Hakikat dari 
konsepsi kemandirian lokal adalah menekankan 
perlunya setiap entitas memelihara dan 
meningkatkan kualitas kemandiriannya demi 
untuk menjaga keberlangsungan keberadaannya 
dan juga agar senantiasa mampu berpartisipasi 
dalam proses pembaharuan semesta. 
Kata “lokal” diimbuhkan untuk 
menunjukkan bahwa konsepsi ini mengadopsi 
suatu konsep penting dalam sains baru. 
Ditegaskan bahwa kemandirian setiap entitas 
pada dasarnya bersifat dan berdimensi lokal, 
tidak bersifat absolute, karena bagaimanapun 
variable-variabel non lokal senantiasa ikut 
berperan dalam mempengaruhi aktivitas semua 
entitas. 
Model tatanan dijabarkan beberapa 
karakteristik utama tatanan : 
1. Setiap tatanan memiliki identitas yang 
spesifik. Identitas adalah hahikat tatanan 
karena perubahan identitas yang 
mendasar sama artinya dengan 
punahnya tatanan yang bersangkutan 
dan berubah menjadi tatanan yang lain. 
Walaupun pada dasarnya identitas 
tatanan mesti dijaga agar tidak memudar 
atau berubah, tetapi tidak berarti 
identitas itu harus terus dipertahankan 
dalam bentuk awalnya. 
2. Struktur tatanan bersifat disipatif. 
Tatanan harus senantiasa menjaga dan 
meningkatkan kualitas interkoneksitas 
dengan lingkungannya. Struktur tatanan 
merupakan antarmuka anatara tatanan 
dengan lingkungannya. Mengingat 
lingkungan tatanan senantiasa berubah, 
maka struktur tatanan haruslah bersiafat 
luwes, dalam arti memiliki kemampuan 
untuk menyesuaikan diri atau melakukan 
adaptasi terhadap perubahan 
lingkungannya.  
3. Setiap tatanan memiliki kapasitas 
swatata (Self Organizing Capacity), yaitu 
kemampuan untuk melakukan swatata 
(pengaturan diri) terhadap struktur dan 
juga tremasuk pengayaan dan 
pematangan terhadap dan pematangan 
terhadap identitasnya untuk beradaptasi 
terhadap dinamika internalnya yang 
terutama dipicu oleh aktivitas 
komponen-komponennya untuk 
mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan kualitas keberadaan 
masing-masing.  
  Mengimplementasikan konsepsi 
kemandirian lokal pada bidang pembangunan 
dan organisasi. Pembangunan dipilih karena 
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bersifat multi-disiplin dan kelihatannya sedang 
mengalami krisis paradigmatic yang parah, 
sedangkan pemilihan organisasi selaain didasari 
oleh pertimbangan yang sama, juga diperkuat 
dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia saat 
ini sedang melakukan penataan pemerintahan 
secara mendasar, (Amien,2005 : 18). 
Salah satu fungsi penting dari negara 
adalah menyelenggarakan kegiatan 
pembangunan, dan salah satu muara dari 
penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah 
terwujudnya kesejahteraan.  
Kredibilitas Negara dalam memerankan 
perwujudan kesejahteraan untuk warga 
negaranya selalunya diukur pada setiap jangka 
waktu tertentu, misalnya setiap tahunnya. 
Instrument yang digunakan dalam mengukur 
kesejahteraan sangat variatif, di antaranya World 
Bank Classification, Global Prosperity Index, 
Human Development Index. dll  
Dalam masyarakat plural yang terdiri dari 
banyak entitas sosial, baik karena aspek 
geografis, ras, basis religious, diferensiasi 
organisasi sosial, dan lain sebagainya 
memunculkan cara pandang yang diperdebatkan 
terkait pola pembangunan yang akan dilakukan, 
tetapi intinya secara metodologi (thariqoh) 
pembangunan relatif tetap, sedangkan cara 
(uslub) dan sarana prasarana (wasilah) 
cenderung berubah-ubah.  
Prioritas pembangunan dan indikator 
pembangunan Negara pada dasarnya tidaklah 
berbeda dengan pokok-pokok pemahaman 
tentang amal pada amalan-amalan fardhiyah 
(individual). Dengan demikian prioritas amal 
dalam konteks pembangunan terikat dengan 
hukum syara’. Sedangkan konsep pembangunan 
kontemporer berorientasi pada manfaat yang 




Pembangunan pedesaan dan 
kemandirian lokal bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat pedesaan. Konsep 
utama pembangunan yang berpusat pada rakyat 
cukup sederhana, karena merupakan pendekatan 
pembangunan yang memandang inisiatif kreatif 
rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang 
utama. pelibatan masyarakat seharusnya diajak 
untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan 
masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan 
merupakan impian tentang keadaan masa depan 
yang lebih baik dan lebih mdah dalam arti 
tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih 
tinggi.  
Sebagaimana tujuan dalam undang-
undang desa yaitu untuk memajukan 
perekonomian masyarakat desa dengan 
menciptakan jiwa wirausaha atau ekonomi 
mandiri kepada masyarakat dengan mengelola 
sumber daya alam yang menjadi potensi yang 
ada di desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan, dan memperkuat masyarakat 
desa sebagai subjek pembangunan. 
Pembangunan yang mendasarkan diri pada 
logika, warga dapat berperan aktif dalam 
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berbagai program yang di kembangkan di desa 
guna untuk mengurangi kesenjangan.  
Pembangunan desa diarahkan pada 
terwujudnya desa yang mandiri yaitu warganya 
mempunyai semangat untuk membangun yang 
tinggi, yang mempunyai kemampuang untuk 
mengidentifikasikan permasalahan desanya, 
menyusun rencana untuk memecahkan 
permasalahan, serta melaksanakan rencana 
tersebut dengan seefesien mungkin. 
Kemandirian lokal adalah sintesis dari 
wawasan baru dan temuan-temuan sains yang 
dijabarkan sebelumnya. Hakikat dari konsepsi 
kemandirian lokal adalah menekankan perlunya 
setiap entitas memelihara dan meningkatkan 
kualitas kemandiriannya demi untuk menjaga 
keberlangsungan keberadaannya dan juga agar 
senantiasa mampu berpartisipasi dalam proses 
pembaharuan semesta. Pengembangan  kawasan 
(regional development) cenderung berorientasi 
pada pertumbuhan ekonomi, pengembangna 
kawasan mempunyai potensi untuk mendororng 
akselerasi industri alisasi, namun insensitif 
terhadap masalah kemiskinan. 
 Penduduk miskin di pedesaan tidak 
mempunyai tempat dalam strategi ini, atau 
hanya mempunyai fungsi suportif yang bersifat 
skunder, yaitu pensupply tenaga kerja yang 
berupah rendah. Di pedesaan memiliki posisi 
penduduk miskin yang amat rentan terhadap 
berbagai gejolak ekonomi, sosial maupun fisik. 
Masyarakat di pedesaan seperti nelayan yang 
terbelenggu oleh mata rantai eksploitasi tauke- 
nelayan, tuna-wisma yang mengalami deprivasi 
oleh tuan tanah, petani gurem yang terjerat 
dalam belenggu utang-piutang dengan pelepasan 
uang dan berbagai permasalahan lainnya, 
sehingga kemandirian setiap entitas pada 
dasarnya bersifat dan berdimensi lokal, tidak 
bersifat absolute, karena bagaimanapun variable-
variabel non lokal senantiasa ikut berperan 
dalam mempengaruhi aktivitas semua entitas. 
Sangat dibutuhkan kapasitas swatata (Self 
Organizing Capacity), yaitu kemampuan untuk 
melakukan swatata (pengaturan diri) terhadap 
struktur dan juga tremasuk pengayaan dan 
pematangan terhadap dan pematangan terhadap 
identitasnya untuk beradaptasi terhadap 
dinamika internalnya yang terutama dipicu oleh 
aktivitas komponen-komponennya untuk 
mempertahankan atau bahkan meningkatkan 
kualitas keberadaan masing-masing. Untuk 
mewujudkan desa yang mandiri dituntut adanya 
perubahan wawasan pembangunan, daripada 
menciptakan struktur-struktur baru.  
Beberapa hal yang perlu dilakukan 
adalah : 
a. Reorientasi Birokrasi 
Pembangunan untuk mewujudkan 
desa yang mandiri menuntut 
perubahan total sikap para birokrat. 
Sikap sebagai penguasa sebagai ruler 
ataupun patron  perlu ditinggalkan, 
dan diganti dengan sikap sebagai 
fasilitator yang fungsinya pertama-
tama adlah menciptakan kondisi dan 
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lingkungan dimana masyarakat desa 
dapat mengembangkan potensinya. 
b. Sistem perencanaan melalui 
informasi komunitas. 
Manifestasi reorientasi sikap 
birokrasi dari sikap penguasa 
menjadi fasiliotator adalah memberi 
kemampuan kepada masyarakat 
desa mengenali permasalahannya 
sendiri yang menghambat 
pembangunan, mengumpulkan 
informasi yang relevan bagi 
pemecahan maslah, merumuskan 
rencana yang berdasarkan atas 
informasi yang telah mereka analisis 
tadi, memobilisasi sumber-sumber 
yang ada di desa, dan melaksanakan 
rencana. 
c. Proyek pembangunan pedesaan 
sebagai eksperimen sosial 
Proses pelaksanaan proyek-proyek 
pembangunan perlu ada batas-batas 
toleransi bagi masyarakat untuk 
membuat kesalahan dalam rangka 
pembinaan kapasitas. 
d. Mobilitas sumber-sumber sosio 
kultural  
Hal ini memungkinkan masyarakat 
desa memanfaatkannilai-nilai budaya 
serta pranata sosial setempat. 
e. Pembinaan jaringan sosial  
Komponen-komponen organisasi 
matrik terdiri dari pemerintah desa, 
usaha-usaha swasta, koperasi, 
lembaga swadaya masyarakat. 
f. Pengembangan teknologi pedesaan 
g. Dan last but not last, pembangunan 
desa menuju desa yang mandiri 
harus dapat melihat kreativitas, 
komitmen dan sifat inovatif 
masyarakat desa sebagai sumber 
utama pembangunan. (Moeljarto 
Tjokrowinoto, 1996 :42). 
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